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Abstrak: bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015,  Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara 
dan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun 
Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun; bahwa 
berdasarkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, sejak 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah 
Konstitusi dibacakan perlu ditetapkan Pasangan Calon Terpilih; bahwa berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Pasangan Calon 
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun 
Tahun 2017. 

 
 

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun adalah: Undang-Undang 

Nomor 54 Tahun 1999 tentang  Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten  Tanjung Jabung Timur (Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan LembaranNegara 

Republik Indonesia Nomor 3903)  sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas  UndangUndang Nomor 

54 Tahun 1999 tentang  Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Tebo,Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten  Tanjung Jabung Timur 

(LembaranNegara Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5678);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 



dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan 

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Sarolangun Nomor 30/Kpts/KPUKab/005.435316/ Pilbup/2016 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 

01/Kpts/KPUKab/005.435316 /Pilbup/Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun  2017; 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 77/HK.03.1-

Kpt/1503/KPU-Kab/ Pilbup/II/2017 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil 

Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun 

Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 

83/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/ Pilbup/II/2017  tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun 

Tahun 2017 ; 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-
Kab/Pilbup/IV/2017 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL 
BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 
2017 
 

Catatan: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun 
  ini mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan 06 April 2017 

 

 


